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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P. 74/Menhut-II/2014

TENTANG

PENERAPAN TEKNIK SILVIKULTUR DALAM USAHA PEMANFAATAN
PENYERAPAN DAN/ATAU PENYIMPANAN KARBON

PADA HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)
huruf b, Pasal 33 ayat (1) huruf f, Pasal 71 ayat (1) huruf
g, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan
tentang Penerapan Teknik Silvikultur dalam Usaha
Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan
Karbon pada Hutan Produksi

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888)



2014, No.1398 2

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations
Framework Convention on Climate Change (Protokol
Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan
Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4403);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4814);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
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8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca;

9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca
Nasional;

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-
II/ 2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga
Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 221);

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-
II/ 2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 24);

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-
II/ 2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha
Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan
Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.
11/Menhut-II/2013 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 259);

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P. 33/Menhut-II/ 2012 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-
II/ 2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 458);
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15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-
II/ 2014 tentang Perdagangan Sertifikat Penurunan
Emisi Karbon Hutan Indonesia atau Indonesia
Certified Emission Reduction (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 989);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PENERAPAN TEKNIK SILVIKULTUR DALAM USAHA
PEMANFAATAN PENYERAPAN DAN/ATAU
PENYIMPANAN KARBON PADA HUTAN PRODUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
memproduksi hasil hutan.

2. Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada
Hutan Produksi selanjutnya disingkat UP Rap Karbon dan/atau UP
Ran Karbon adalah usaha yang diberikan untuk melakukan
pengelolaan hutan yang menerapkan kegiatan-kegiatan penyimpanan
(stock) karbon, penyerapan karbon dan penurunan emisi karbon
hutan pada hutan produksi yang telah dibebani izin/hak atau yang
belum dibebani izin/hak.

3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam
hutan alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha
yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada
hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat
dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan
pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan
termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa,
pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati
(flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi)
pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai
keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam yang
selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak
Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin untuk memanfaatkan hutan
produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan,
penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran
hasil hutan kayu.
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5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman yang
selanjutnya disingkat IUPHHK-HT adalah suatu kegiatan usaha di
dalam kawasan hutan produksi, baik tanaman murni atau campuran,
untuk menghasilkan produk utama berupa kayu, yang kegiatannya
terdiri dari penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan,
pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan dan
pemasaran.

6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
Rakyat dalam Hutan Tanaman yang selanjutnya disingkat IUPHHK-
HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil
hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang
dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi
dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam
rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

7. Silvikultur adalah ilmu dan seni memanipulasi faktor klimatis dan
edafis untuk membangun dan mengontrol pembentukan tegakan,
pertumbuhan, komposisi, struktur dan kualitas hutan sesuai dengan
tujuan pengelolaannya.

8. Teknik Silvikultur adalah suatu metode atau cara dalam memberikan
perlakuan terhadap tegakan hutan sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan, yaitu untuk mempertahankan atau meningkatkan
produktivitas hutan. Perlakuan diberikan baik pada tahap
permudaan, pemeliharaan maupun pemungutan hasil.

9. Hutan miskin (kurang) permudaan adalah hutan bekas tebangan
dengan permudaan alam kurang dari 25 pohon inti/ha, atau 200
tiang/ha, atau 1600 pancang/ha, atau 20000 semai/ha yang tersebar
merata.

10. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau
Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi yang selanjutnya
disingkat RKUP Rap dan/atau Pan Karbon adalah rencana kerja
untuk seluruh areal kerja UP Rap dan/atau Pan Karbon yang
melakukan kegiatan usaha Penyerapan dan/atau Penyimpanan
Karbon yang disusun menurut jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan,
antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek
silvikultur dan pengelolaan kawasan dari aspek sosial ekonomi
masyarakat setempat.

11. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau
Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi yang selanjutnya
disingkat RKTUP Rap dan/atau Pan Karbon adalah rencana kerja
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKUP
Rap dan/atau Pan Karbon.


